
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SP DIPA-135.13-0/2025

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025

DS:7009-5012-1894-1853

A. DASAR HUKUM :

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.1.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.2.

UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20253.

B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK :

: 1351. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA KEMENTERIAN HUKUM

135.13:2. UNIT ORGANISASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

:3. PAGU Rp.351.678.179.000

(TIGA RATUS LIMA PULUH SATU MILIAR ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA SERATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) :

DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker.1.

Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan.2.

DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.3.

Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker.4.

Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.5.

DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.6.

A.N. MENTERI KEUANGAN

NIP.196612301991021001

Jakarta,  02 Desember 2024

ISA RACHMATARWATA

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

*Dokumen ini telah di tandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : DIPA-135.13-0/2025

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
TAHUN ANGGARAN 2025

I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM  dari1Halaman : 4

DS:7009-5012-1894-1853

A. IDENTITAS UNIT :

: 135 KEMENTERIAN HUKUM1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA

13 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM:2. UNIT ORGANISASI

:3. PAGU

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP :

Rp.351.678.179.000

(TIGA RATUS LIMA PULUH SATU MILIAR ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA SERATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

(dalam ribuan rupiah)

Program Dukungan Manajemen 351.678.179135.13.WA:1. PROGRAM

Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI: SASARAN STRATEGIS K/L 01

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung pencapaian Reformasi Birokrasi: 02
2.

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 250.332.654FUNGSI :
0303 PEMBINAAN HUKUM 250.332.654SUB FUNGSI :

10 PENDIDIKAN 101.345.525FUNGSI :
1005 PENDIDIKAN KEDINASAN 101.345.525SUB FUNGSI :

3.

Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan PenyelundupanPRIORITAS NASIONAL : 07 3.669.855

NON PRIORITAS NASIONAL : 348.008.324
4.
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I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM  dari2Halaman : 4

DS:7009-5012-1894-1853

(dalam ribuan rupiah)C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

ALOKASI DANAKODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN

135.13.WA Program Dukungan Manajemen 351.678.179

Meningkatnya Kualitas Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Hukum

IKP01 Indeks Penilaian Kompetensi ASN Bidang Hukum Indeks3,22

IKP02 Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Hukum Indeks 3,44

SP01

Meningkatnya Mutu Perguruan Tinggi Hukum

IKP02 Persentase Pemenuhan 9 Kriteria Standar dalam Rangka Akreditasi Persentase100

SP02

Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian HukumSP04

7144 Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan

01.01 Persentase hasil penelitian Politeknik Imigrasi yang dipublikasi pada jurnal internasional terindeks terhadap total hasil penelitian
Politeknik Imigrasi

Persentase10

01.02 Persentase hasil penelitian Politeknik Imigrasi yang dipublikasi pada jurnal nasional terindeks terhadap total hasil penelitian Politeknik
Imigrasi

Persentase30

01.03 Persentase lulusan Politeknik Imigrasi dengan predikat minimal "Memuaskan" Persentase95

01.04 Persentase kepuasan masyarakat atas kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Imigrasi Persentase80

02.01 Persentase hasil penelitian Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang dipublikasi pada jurnal internasional terindeks terhadap total hasil
penelitian Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

persentase10

02.02 Persentase hasil penelitian Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang dipublikasi pada jurnal nasional terindeks terhadap total hasil
penelitian Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

persentase30

02.03 Persentase lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dengan predikat minimal "Memuaskan" persentase95

02.04 Persentase kepuasan masyarakat atas kegiatan Pengabdian Masyarakat Politeknik Ilmu Pemasyarakatan persentase80

03.01 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Politeknik Persentase100

03.02 Indeks kepuasan satuan kerja lingkup Politeknik terhadap layanan kesekretariatan Indeks3,1

101.345.525



DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
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I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM  dari3Halaman : 4

DS:7009-5012-1894-1853

(dalam ribuan rupiah)C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN :

ALOKASI DANAKODE PROGRAM / SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN VOLUME / SATUAN

7145 Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional

01.01 Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Hukum indeks3,6

01.02 Persentase Peserta yang Lulus Pengembangan Kompetensi terhadap Total Peserta Pengembangan Kompetensi Fungsional persentase90

01.03 Persentase Alumni Peserta Pelatihan Fungsional  yang Meningkat Kinerjanya terhadap Total Alumni persentase93

12.066.857

7146 Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Aparatur

01.01 Jumlah ASN Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah Mengikuti Penilaian Kompetensi orang21486

01.02 Tingkat Kepuasan Stakeholders terhadap Asesmen Kompetensi yang Dilakukan indeks3,4

01.03 Persentase Hasil Penilaian Kompetensi yang Ditindaklanjuti Persentase90

6.293.468

7147 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan

01.01 Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan indeks3,6

01.02 Persentase Peserta yang Lulus Pengembangan Lompetensi terhadap Total Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis dan
Kepemimpinan

persentase90

01.03 Persentase Alumni Peserta Pengembangan Kompetensi Teknis dan Kepemimpinan yang Meningkat Kinerjanya terhadap Total
Alumni

persentase93

17.057.868

7148 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum

01.01 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup BPSDM Hukum Persentase100

01.02 Indeks kepuasan unit kerja lingkup BPSDM Hukum terhadap Layanan Kesekretariatan Indeks3,1

166.302.335

7149 Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur di Wilayah

01.01 Tingkat kepuasan peserta Pelatihan Hukum terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Hukum Balai Diklat indeks3,6

02.01 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Balai Diklat Hukum persentase100

02.02 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Balai Diklat Hukum terhadap Layanan Kesekretariatan indeks3,1

48.612.126

NIP. 196610261990012001

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
Jakarta,  02 Desember 2024

GUSTI AYU PUTU SUWARDANI
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KETENTUAN
DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

GUSTI AYU PUTU SUWARDANI

Jakarta,  02 Desember 2024

NIP. 196610261990012001



(dalam ribuan rupiah)

KODE

:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 135 KEMENTERIAN HUKUM

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8

PAGU/TARGET
PENDAPATANPEGAWAI BARANG

52 53

MODAL

57

BANTUAN SOSIAL

51

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

:

135.13 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Rp.351.678.179.000

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO

9=5+6+7+8

TERCATAT

10

KP
KD
DK
TP
UB

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-135.13-0/2025DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

(TIGA RATUS LIMA PULUH SATU MILIAR ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA SERATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

2Halaman :

DS:7009-5012-1894-1853

 dari1

135.13.WA 222.146.112 039.872.067 30.457.66489.660.000 351.678.179Program Dukungan Manajemen

01 DKI JAKARTA 36.231.571 183.628.478 83.206.004 0 20.425.237303.066.053

693160 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM 20.551.448 100.665.076 80.504.004 0 16.232.122201.720.528KP

A00 RM 20.551.448 99.912.847 80.504.004 0 200.968.299 16.145.947

D00 PNBP 0 752.229 0 0 752.229 86.175

1.078.539Target Pendapatan

693161 POLITEKNIK IMIGRASI 6.663.246 39.841.093 1.351.000 0 2.305.95847.855.339KP

A00 RM 6.663.246 39.841.093 1.351.000 0 47.855.339 2.305.958

693162 POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN 9.016.877 43.122.309 1.351.000 0 1.887.15753.490.186KP

A00 RM 9.016.877 43.122.309 1.351.000 0 53.490.186 1.887.157

03 JAWA TENGAH 1.202.860 18.023.479 4.789.000 0 4.581.09924.015.339

693164 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH 1.202.860 18.023.479 4.789.000 0 4.581.09924.015.339KD

A00 RM 1.202.860 18.023.479 4.789.000 0 24.015.339 4.581.099

17 SULAWESI UTARA 1.037.636 12.820.178 1.664.996 0 3.853.94115.522.810

693165 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM SULAWESI UTARA 1.037.636 12.820.178 1.664.996 0 3.853.94115.522.810KD

A00 RM 1.037.636 12.820.178 1.664.996 0 15.522.810 3.853.941

32 KEPULAUAN RIAU 1.400.000 7.673.977 0 0 1.597.3879.073.977

693163 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM KEPULAUAN RIAU 1.400.000 7.673.977 0 0 1.597.3879.073.977KD

A00 RM 1.400.000 7.673.977 0 0 9.073.977 1.597.387

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN



(dalam ribuan rupiah)

KODE

:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA 135 KEMENTERIAN HUKUM

PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 7 8

PAGU/TARGET
PENDAPATANPEGAWAI BARANG

52 53

MODAL

57

BANTUAN SOSIAL

51

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

:

135.13 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Rp.351.678.179.000

B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

NO

9=5+6+7+8

TERCATAT

10

KP
KD
DK
TP
UB

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER

TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-135.13-0/2025DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

(TIGA RATUS LIMA PULUH SATU MILIAR ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA SERATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

2Halaman :

DS:7009-5012-1894-1853

 dari2

TOTAL 39.872.067 222.146.112 89.660.000 0 351.678.179 30.457.664

RM 39.872.067 221.393.883 89.660.000 0 350.925.950 30.371.489

PNBP 0 752.229 0 0 752.229 86.175

1.078.539PENDAPATAN

DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
KETENTUAN

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
Jakarta,  02 Desember 2024

NIP. 196610261990012001
GUSTI AYU PUTU SUWARDANI



(dalam ribuan rupiah)

KODE

:1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA KEMENTERIAN HUKUM

URAIAN PROGRAM PAGU JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

A. IDENTITAS UNIT :

2. UNIT ORGANISASI

3. PAGU

:

: Rp.351.678.179.000

B. RENCANA PER PROGRAM

NO

NOMOR : DIPA-135.13-0/2025DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

(TIGA RATUS LIMA PULUH SATU MILIAR ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA SERATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

DS:7009-5012-1894-1853

135.13

135

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

 dari1Halaman : 1

135.13.WA1 Program Dukungan Manajemen

RENCANA PENARIKAN DANA 351.678.179 17.096.139 24.997.583 27.793.472 34.294.957 29.192.933 40.851.174 39.023.222 33.307.521 29.752.868 28.256.234 24.055.739 23.056.336

PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 1.078.539 7.586 7.586 7.586 7.586 7.586 7.586 7.586 995.086 7.586 7.586 7.586 7.593

TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA 351.678.179 17.096.139 24.997.583 27.793.472 34.294.957 29.192.933 40.851.174 39.023.222 33.307.521 29.752.868 28.256.234 24.055.739 23.056.336

TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN 1.078.539 7.586 7.586 7.586 7.586 7.586 7.586 7.586 995.086 7.586 7.586 7.586 7.593

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
Jakarta,  02 Desember 2024

GUSTI AYU PUTU SUWARDANI
NIP. 196610261990012001
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